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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a.

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan
Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh
Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan
kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b
menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan
kekayaan Daerah, pelayanan kepelabuhanan dan penjualan produksi
usaha daerah oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah dan Perubahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-...
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. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008
Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah  Provinsi
Kalimantan Tengabh;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Doris Sylvanus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengabh.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengabh.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut pprinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara
lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta,
pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan
kekayaan lain milik daerah.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan
jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Penjualan Usaha Daerah adalah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV),
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib
Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran retribusi terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda.

17. Surat...
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17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang
diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB Il
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi :

a.
b.

C.

(1)

(2)

3)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas
pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan
jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas
pelayanan atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan

pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi :

a. pemakaian tanah yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah;

b. pemakaian bangunan ;

c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat ;

d. pemakaian kekayaan daerah lainnya (selain tersebut pada huruf a
sampai dengan huruf d)

e. pemakaian objek kekayaan daerah pada huruf a, b, c,dan d di atas
tidak termasuk yang digunakan untuk pelayanan umum.

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang
disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang
atau badan, yang meliputi:

a. jasa pelayanan kapal

b. jasa pelayanan barang

c. jasa pelayanan alat

d. tanda masuk orang dan kendaraan

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan
produk usaha daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan
yang meliputi :

a. bibit benih tanaman dan holtikultura;

b. bibit ternak;

c. bibit benih ikan;

d. hasil produksi usaha daerah lainnya; dan

e. bibit/biji hasil perkebunan.

Pasal...
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Pasal 4
(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan milik

daerah.

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan.

(3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
adalah Wajib Retribusi.
BAB Il
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam jenis

Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
berdasarkan jangka waktu, kualitas, kuantitas, fungsi dan jenis usaha
serta keahlian pada pemakaian kekayaan daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur
berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu dan volume penggunaan
jasa pelayanan kepelabuhanan.

(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal...



